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I. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 temang Serikat
Pekelja/Serikal Buruh (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 13l, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

2. Ondang-undang Nomor 13 Tahun 2002
ientang Pembentukan KOla Bima di Provinsi Nusa Tenggara
BaraL (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002
Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor q 188);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tabun 2003
ten rang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279),
sebagaimana telab diubah dengan tlndang-Undang Nomor
1I "ahun 2020 tentang cipta kerja ( Lembaran Nega1'8
Repllblik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. undang-undang Nomor 14 Tallun 2008 tentang
Keterbukaan Infonnasi Publik (Lernbaran Negara Rapublik
",doncsIA Tabun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran
Negara Repub!ik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik [Lernbaran Negara Rapublik Indonesia Tabun 2009
Nomor 112, Tambahan Lernbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentnng Pernbentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembarnn Negru... Republik Indonesia Tahun 201 I

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (2)
Peraruran Daerah KOla Bima Nomor 8 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan
WaIiko,n tentang Sistem Informasi Ketenagakeljaan Pemennrah
Kota Bima:
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TENTANG
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Nomor 82. Tambahan Lembaran Nepra Republik
Indonesia Nomor 5234} sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor IS Tnhun 2019 tentang
Perubahan atae Undang- Undang Nomor 12 Tabun 2011
tenlang Pembentukan Pernturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Rapublik Indonesia Tuhuu 2019 Nomor
183. Tambahan Lembaran Negars RepubUk tndonesta
Nomor 6398);

7_ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemenntahan Daerab (Lembamn Negara Repubtik
Indonesia Tabun 2014 Nornor 244. Tambahan Lembaran
Nepra Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telab
diubah beberapa kaU terakhir denpn Undang-Undang
Nomor I I Tnhun 2020 temang Clpta Kerja (Lembaran
Negarn Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 rentang
Admtntsrras! Pemerlntahan, (Lembaran Nogara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292. Tambahan Lembaran
Negara Repubtik Indonesia Nomor 56011 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor II Tabun 2020
tentang CiplA Kerja (Lerobaran Nepra Republik Indonesia
Tabun 2020 Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573); •

9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Tata
cam Memperolch Informasi Ketenagakerjaan dan
penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja
[Lernbaran Negara RI Tabun 2007 Nomor 34. Tambahan
Lembaran Negara Repuplik Indonesia Nomor 4701);

10. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 80 Tabun
2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Oaerab [Berita
Negam Republik Indonesia Tabun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Menteri
DaJam Ne~ri Nomor 120 Tabun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tabuo 2015
ten lang Pembc:ntukan Produk Hukum Daerab [Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 157);

II. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tabun 2016
tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah
Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016
Nomor 183. Tambahan Lembaran Oaerab Kota Bima Nomor
881 sebegairnena telah dlubah dengai Peraturan Daerah
Kota Blma Nornor 9 Tahun 2020 tentang Perubaban atas
Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pernbentukan dan Susunan Perangkat Daerab Kota Bima
(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230.
Tambahan Lembamn Dae.rab Kota Bima Nomor 103);

12. Peraturan Dacrab KOl8Bima Nomor 8 Tabun 2018 tentang
Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembamn Daerah KOla
Bima Tahun 2018 Nomor 205);

13. Peraturan Walikota Bima Nomor 45 Tabun 2016
tentang Kedudukan. Susunan Organlsast, Tugas dan
Fungsi serta Tala Kerja Dinas Tennga Kerja (Berna
Daerah KoU~Bima Tahun 2016 Nomor 303);



Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kota Sima.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai

unsur penyetenggara Pemerintahan Daerah yang mernimpin
pelakaanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Walikota adalah Walikota Sima.
4. Diuas adalah Dinas Tenaga Kerja KOla Bima.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Keda KOla Sima.
6. Sistem adalah sekelompok komponen dan elemen yang

djgat.ungkan rnenjadi saru untuk mencapai tujuan tertenru.
7. lnformasi adalah keterangan, pemyataan, gagasan, dan tanda

J'ang mengandung nilai, makna. dan pesan, baik data, fakta
maupun penjelasannya yang diaajikan dalam berbagai bentuk
dan format sesuai deugan perkem bangan teknologi Informasi.

8. Data adaJab keterangan yang benar dan nyata yang dapat
mernberikan garnbaran tentang keadaan tertentu.

9. Data ketenagakeriaen adatah segala hal yang berhubungan
dengan tenaga kerja pada,waktu sebetum, selarna, dan sesudah
masa kerja.

lO.Data perusahaan adalab segala hal yang berhubungan dengan
perusahaan yang berbadan hukum atau tidak, milik orang
perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum,
baik milik swasta rnaupun milik Neg,,,.,, yang memperkerjakan
pei<erja{buruh dengan membayar upan atau imbalan dalam
bentuk lain pada waktu sebelum, selama, dan sesudah
perusahaan tutup,

I I. Perangkat keras (hardware) adalah scluruh peralatan yang
dipertukan untuk mengoperasionalkan suatu sistem kornputer.

12.Perangkal lunak (software) adalah program aplikasi komputer
yang berisi instruksi atau perintah untuk memerintahkan
kompu ter melaksanakan fungsi-Iungsi tertentu.

13.Sistem informasi adalab sekumpulan perangkat keraa
(hardware).perangkat lunak (software),sumber daya manusia
(brainware], prosedur, dan/atau aturan yaJlg diorganisasikan
eccera terintegrasi untuk mengolah data rnenjadi mformasi
yang berrnanfaar guna memecahkan masalah dan pengambilan
keputusan,

14.Sistem lnformasi Ketenagakedaan Pemerintah Kola Bima yang
selanjutnya disingkat SISNAKER adalah sietern informasi yang
berbasis komputer yang menghasilkan, rnenyirnpan, mengelola,
mengmm, dan/atau menerirna data dan informasi
ketenagakerjaan dan perusahaan secara online yang akurat,
berkualitas, dan tepat waktu sebagai upaya pelaksanaan

Pasal 1

BAS I
KETENTUAN U1vlUM

PERATURAN WALlKOTA TENTANG SIS1'EM INFORMASI
KE']'t;;NACAKl!RJAAN PEMERlNTAH KOTA SIMA.

MEMU'fUSKAN:

Menetapkan :



manajcmen ketcnagakerjaan dan perusahaan.
15....pararur Sipil Negara yang selanjurnya disebut ASN adalah

profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pernerintah
dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instartsi
pemerintah.

16.Pejabat Pembina SISNAKER adaJah lValikota Sima.
J7.Pejabat pengelola SISNAKER adalah Sekretaris Daerah Kola

Bima yang mempunyai tugas melakeanakan pengelclaan data
clan informasi ketenagakerjaan dan pcrusahaan.

18.Pejabat pengelola ketenagakerjaan adaJah peiabat yang
menangani urusan ketenagakerjaan pada unit kerja setara
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator di
Lingkungan Pernerintah Kota Bima,

19.0perator SISNAKER adaJah pelaksana yang ditunjuk
rnernbantu pejabat pengelola SISNAKERdan pejabat pengelola
ketenagakerjaan daJam pengelolaan SrSNAKER.

20.Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu meiakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa balk
untuk memenuht kebutuhan sendiri maupun untuk
masyarakat.

21. Pengusaha adalah:
a. orang, perseorangan, persekutuan. atau badan hukum

liang menjalankan suatu perusahaan milik scndiri
b. orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum

yang secara berdiri sencliri menjalankan suatu perusahaan
miliknya

c. orang, perseorangan, persekutuan, atau badan hukum
yang berada di Indonesia mewakih perusahaan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang
berkedudu kan di luar wilayah indonesia

22. Perusabaan adaJa.h:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukurn atau tidak,

milik orang perseorangan, rnilik persekutuan, atau milik
badan hukum, baik milik swasta maupun mitik Negara
yang memperkeljakan pekeljajburuh dengan rncmbayar
upah atau imbalan dalam bentuk lain.

b. usaha-usaha sosial dan usaha..usaha lain yang mernpunyai
pengurus dan mernperkerjakan orang lain dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

23. Pengguna jasa adalah instansi pernerintah atau badan usaha
berberuuk badan hukurn, perusahaan dan perseorangandi
daJam atau di luar negeri yang bertanggungjawab
memperkerjakan tenaga kerja.



negeri.

memuat:
a. data penduduk usia kerja;
b. data angkatan kerja dan bukan angkatan kerja:
c. data penduduk bekerja dan penduduk tidllk bekelj a; dan
d. data tenaga ketja di perusahaan baik cti dalam maupun di luar

~V

(I) Data kercnagakerjnan yang menyediakan infonnasi yang lengkap,
akurat dan detail by name by address, dibcn nama ststem
Informasi Ketenagakeriaan KOla B.ma disingkat dengan
SINARKOBI.

(2) Data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayar (II

Pasal 5

BABIV
DATA KETE:NAOAKERJAAN BY NAME BY ADDRESS

(I) Ruang Iinglcup mformasi ketenagakerjaan meliputi:
a. data ketenagakerjaan yang memuat data Icngkap dan akurnt by

name by address:
b. aplikasi untuk pecceri ~elja;
c. aplikasi layanan pengaduan online;
d. data dan lnforrnasl tenaga kerja clan perueahaan:
e. pcngelola sisnaker,
f. mekanlsme pelaksanaan sisnaker: dan
g. sarana dan prasarana,

(2) lnformasi ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayar (I)
diperoleb dan semua pibak terkait, balk dan instansi pemerintah,
swasta. maupun masyarakat,

Pasal4

BAB Ul
RUANO LINOKUP

TUjuan ditetapkan Pemturan Walikota im adalah untuk:
I. memperoleh data dan inforrnasi kelenagakel)"an yang lengkap

dan akurat by "ame by address
2. meningkatkan kualitas pelayanan pubhk dengan konektifitas

berbasis teknologi infonnatika.
3. mendapatkan data rill jumlah pengangguran, pencari kelja dan

merencanakan Bertamelakukan tindaklanjutnya,

Pasal3

Maksud di'etapl<an Peraturan WaUkola ini untuk meningkatkan
sistem pelaporan dan Informaet ketenagnkerjaan baik <larl
perusahaan, tennga kerja, maupun masyarakar.

Pasal2

BAS U
MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal7

(1) i\plikasi pengaduan online sebagaimana yang dimaksud pada
pasal (4) aya; (1) huruf c adalah layanan lapor dan pcngaduan
secara online melatui SMS dan Hlhatsapp yang dapat
dimanfaatkan oleh pekeria dan perusanaan unruk melaporkan
masalah yang dihadapi, khususnya persclisihan hubungan
industrial. diberi nama ·Karo'lgga)(t.

(2) Laporan dan pengaduan sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) harus mernuat:
a. nama lengkap;
b. alamat;
c. nornor handphone;
d. email;
e. instaOsi/tempat bekerja; dan
r. isi Japoran.

(3) Laporan dan pengaduan yang diterima akan diveririkasi dan
ditindaklanjuu oleb bidang ketenagakerjaan terkait paling lambat
3 ban sctelah laporan diterirna.

(4) Proses penyelesaian perseltslban hubu ngan industrial dilakukan
dengan tahapan sebagal berikut:
a. Penyelesaian seeara bipartit (antara pengusaha dan pekerja]

untuk mencapai mufakat, ApabiJa telah mencapai mufakar atau
selesai, maka dibualkan Petjanjian Bersama (PS) oleh kedua
belah pihak.

b. Apabila tidak mencapai mufakat atau selesai, kedua belah
pihak melaporkan ke instansi yang bertanggungjawab di bidang
ketenagakeriaan (penyelesaian secara tripartit]. Apabila teteh
mencapai mufakat atau setesai secera tripartit, maka dibuatkan
Perjanjian Bersama (PB). Apablla tidak meneapai mufakat atau
selesai, maka dibuatkan anjuran, anjuran rersebut bertaku
selama 10 hari. Apabila terjadi kesepakatan ;uaV

(J I Aplikasi unruk pencari kerja sebagaimana dimaksud daJam pasal
(4) ayat (I) huruf b adalah Flash SMS dirancang dan digunakan
untuk menginformasikan tersedianya lowongan pekerjaan bagi
pencari kerja, diberi nama I(JVgupaKarawi·,

(2) Jika ada informasi lowongan pekerjaan baik dan instansl
pemerintah rnaupun swasta, make operator SISNA]{E;R akan
mengirim Flash SMSkepada pcncari kerja.

(3) Flash SMS memuat panduan bag; pencari kena untuk
rnengunjungi website resmi DinAS Tenaga Kerja Kota Sima di
J1ttps:/ I naker.bimakata.qo.id agar memperoleh informasi lowongan
pekerjaan dan persyaratan lengkap yang narus dilengkapi oleh
pelamar pekerjaan.

Pasal6

BABV
APLlKASJUNTUK PE;NCARIKERJA DAN LAYANi\N PE;NGADUAN

ONLINE



AlV

b. data perusahaan meliputi:
1. id perusahaan;
2. nama perusabaan;
3. pemilik;
4. pimpinan;
S. komisaris:
6. alamat
7. telepon:
8. tanggal pendirian:
9. tingkat;
[0. statu. kepemilikan;
II.kelembagaan;
12. jenis usaba;
13. status;
14. SIUP:
15. SITU;
16. nama organisasi;
17. jumlah tenaga kerja:
18. ~Ipah minimu m dan maksim um;
19. peraturan perusahaan:
20. NPWP;
21. SK MeDlen;
22. viei;
23. misi;
24. akta pendirian:

(I) Data ketenagakerjaan dan peruaahann adalah sebagai berikut:
e. data ketenagakeriaan meJiputi:

1, nama teoega kerja:
2. nomor lnduk Kependudukan (NIK);
3. ternpat dan lMggal lahir;
4. alamat;
5. pendidikan;
6 jabatan;
7. oomor telepon atau HI';
S. nomor BPJS;
9. status;
10. mulai bekerja;
11. bekerja sampai:
12. masa kerja;
13. gaji pokok;
14.• istern kerja;
15. tokasi kerja;
16. warga Negara:
17. [enis keJamin;
18. agama; dan
19. stalUS kawin.

PasalS

BABVl
DATA DAN INF'ORMASI KE1'ENAOAKERJAAN DAN PERUSAHAAN

Per;anjian Bersama (PB). dan jilm tidal< terjadi kesepakatan
dilanjutkan ke PengadiJan liubungan Industrial.



Pasal 1J
(1,Ope.rator sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 9 ayai (1) huruf c

ditctapkan dengan Keputusan Kepala Dines atas usul pejabat yang
menangani urusan ketenagakerjaan dan perusahean pacta Dinas
Tenaga Kerja dan perusabaan.

Pasal 10
(1) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam PasaI 9 ayat (1)

huruf a bertugas melaksanakan pengelolaan. penghimpunan data
ketenagekerjaan dan perusahaan,

(2)Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayar (.II huruf
b bereugas dan bertanggungjawab alas pengelolaan dan
pemeliharaan teknologi mformasi pendukung SISNAKER.

(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
administrator dapat melibatkan programer dalam melaksanakan
pengetolaan dan pemeliharaan teknologi informasi pendukung
SlSNAKER.

(4)Operator sebagatmena dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I) huruf c
bertugas dan bertanggungiawab dalam pengolahan data
ketenagakcrjaan dan perusahaan darr/atau penyediaan informaei
ketenagakeriaan dan perusanaan.

(I) Pengelola SrSNAKER terdiri dari:
a. pejabat pengelola;
b. administrator; dan
c. operator.

(2) Operator SISNAKER sebagairnana dimaksud pada ayat (1) terdlri
atas:
a. operator SISNAKER pada Dina. Tenaga Kelja Kala Bima; dan
b. operator SISNAKER pada perusahaan.

Pasal9

Bi\B Vll
PENGELOLA SISNAKER

25. surat izin opcrasionaL; dan
26. sistem kerja.

(2) Data ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat [1) diolah
dan disajikan dalam bentuk informasi ketenagakerjaan dan
perusahaan,

(3) lnfonnasi ketenagakeriaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat digunakan dalam pengambilan keputusan
terkait dengan:
a. sarana (ian perencanean:
b. pengendalian:
c. pengevaluasian;
d. perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan dan

berkeainambungan: dan
e. srrategi baru bagi dinas dalam meningkatkan basil kreasi.



Administrator mempunyai tugas mengetola dan mernelihara teknologi
inforrnasi pendukung SISNAKER.

Pasal 14

Pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan mempunyai tuga s:
a. mengelola data dan mformasi ketenagakerjaan dan perusahaan di

lingkungan rnasing-maeing perusahean: dan
b. melaporkan basil pengelolaan data dan informasl keranagakerjaan

dan perusabaan secara periodik kcpada pejabat pengelota
SISNAKE:R rnetalui operator SISNAKER di lingkungan masing
masing perusahaan.

Pasa! 13

Pejabat pengelola mempunyai rugas :
a. rnenyusun, rnenyernpurnakan, dan mengembangkan prosedur dan

standar SISNAKER;
b. mengelola lingkungan data dan informasi kctcnagakcrjaan dan

perusahaan di Pemerintah Kota Bima;
c. membangun, memelihara, dan mengembangkan data

ketenagakerjaan dan perusahaan dan program SISNAJ(ER;
d. menyusun dan menyempurnakan tampilan (fearure], asupan

[input], dan luaran (output) dalam pengelolaan data dan informas;
ketenagakerjaan dan perusahaan;

e. melaporkan hasil pengelolaan SISNAKERsecara periodik kepada
Kepala Dinas: dan

f. mengawasi pclaksaoaan tugas administrator SISNAKER dan
operator SISNAKER.

Pasal 12

BAB VIU
TUOAS DAN WEWENANG

(2' Persyaratan untuk ditetapkan sebagai operator pada Dinas Tenaga
Kerja adalah sebagai berikut:
a. berstauis PNS pada Dinas Tenaga Kerja:
b. pangkat paling rendah golongan lila;
c. pendidikan paling rendah SLTA;
d. memahami urusan manajernen ketenagakerjaan dan

perusahaan; dan
c. mampu rneugoperasikan komputer.

(3) Persyaratan untuk ditetapkan seb...gai operator pada perusahaan
adalah sebagai berikut:
a. berstaeus pekerjajburuh pada perusahaan;
b. pendldikan paling rendab SLTA;
c. memahami urusan manajernen ketenagakeJjaan dan

perusahaan; dan
d. mampu mengoperasikan komputer.



(I) Setlap pekerja dan perusahaan berhak mengetahui dan meneliti
datanya melaJui SISNAKER.

(2)Setiap pckerja dan perusahaan harus:
a. mcmberikan data paling mutakhir kepada pejabal pengetora

ketenagakeJjaan dan perusahaan di perusahaan masing-

"'asal 18

(11Operator pada Dinas Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud daJam
Pasal 9 ayat (2) huruf a berwenang untuk melakukan pengecekan
data ketenagakerjaan dan perusahaan di Kota Sima

(2)Operator pada perusahaan sebagaimann dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf b berwenang untuk melakukan perubahan data
ketenagakerjaan dan perusahaan pada rnasing-rnasing
perusahaan.

Pasall7

(II Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (I)
huruf a, mernpunyai wewenang:
a. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan SISNAKER

pada unit pengetola ketenagakeljaan dan perusahaan di KOla
Sima; dan

b. melakukan klarifikasi. verifikasi dan validasi data
ketenagakerjaan dan perusahaan kepada pejabat pengelola
ketenagakerjaan dan perusahaan di KOla Bima.

(21Administrator sebagaimana dimaksud daJam Pasal 9 ayat (II huruf
b, rnempunyai wewenang:
B. melakukan klariflkesl, verifikasi dan validasi data

ketenagakerjaan dan perusahaan kepada pengelola SISNAKER;
dan

b. meyarnpalkan usul penyempurnaan atau pengernbangan
program apliksasi SISNAKER kepada pejabat pengelola
SISNAKER.

Pasal 16

(II Operator pada Dina. Tenaga Kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (21huruf a. mempunyai tugas:
a. melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry datal. dan

penyajian data dan informas; ket.enagakerjaan dan perusahaan
di Kota Bima; dan

b. rnelakukan verifikasi dan klariflkasi terhadap data
keteoagakerjaan dan perusahaan di Kora Bima.

(21Operaror pada perusahaan sebagalmana dimaksud dalam Pasal 9
ayat (2) huruf b, mempunyai tuges:
a. melakukan pengelolaan, pemasukan data (entry datal, dan

penyajian data dan inforrnasi ketenagakerjaan dan perusahaan
cti lingkungan perusahaan; dan

b. melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap data
ketenagakerjaan dan perusahaan kepada pejabat yang
menangani urusan ketenagakeriaan dan perusahaan, pacta
perusahaan.

Pasal 15



dan perusabaan
dan perusahaan di

1/1\/
ketenagakerjaan
ketenagakerjaan

(1) Pengumpulan data ketenagakerjaan dan perusahaan sebagalmana
dimaksud dalam Pasal 19 huruf a diJakukan berdasarkan sumber
data ten tang status pekerja dan perusahaan pada waktu sebelurn.
eelama dan aeeudah masa aktif.

(2) Pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan melakukan
pengumpuJan data ketenagakerjaan d3.11perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terhadap pekerja dan perusahaan di
perusahaan masing..rnasing (Jan melampirkan dokumen
pendukung.

(3) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melipuri:
a. data tenaga kerja sebagai berikut:

11 biodata pekerja; dan
21 perjanjian kerja antara pekerja dengan perusahaan yang

mencantumkan Nomor Induk Kependudukan sebagat id.
b. prom perusanaan sebagai berikut:

1) tanda daftar perusahaan:
2) izin operasionaJ perusahaan;
3) izin tempat usaha;
4) izin gangguan;
5) sertifikat BPJS kerenagakerjaan:
6) sertiflkat BPJS kesenaran:
7) kartu tanda pcnduduk pimpinan perusahaan;
8) surat keterangan terdaftar dan surat pengukuhan

pengusaha kena pajak;
9) NPWPperusahaan dan pimpinan perusahaan;
101 Keputusan Menteri Hukurn dan HAM RJ tentang

persetujuanyperubahan anggaran dasar perusahaan;
I I) akta perusahaan;
12) laporan keuangan perusabaen: dan
13)dokumen lain yang relevan,

(4) DaJam pclaksanaan pengumpulan data ketenagakerjaan dan
perusehaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat
pengelola ketenagaikerjaan dan perusahaan melakukan klarifikasi,
verifikasi, dan validasi kepada peketja dan perusahaan apabita
diperlukan.

(51Pejabat pengelola
menyampaikan data

Pasal 20

Mekanisme pelaksanaan SISNAKER dilalcukan dengan tahapan:
a. pengumpulan dat.a ketenagakerjaan dan perusahaan;
b. penyimpanan dan pemuktah iran data; dan
c. pengoJaban dan penyaji9J) data.

Pasal 19

BABIX
MEKANISME PELAKSANAAN SISNAKER

maeing dengan melampirkan dolcumen pendukung; dan
b. memberikan klariflkasi secara lisan atau tertulis alas

pcrmintaan pcjabat pengelola ketenagakeriaen dan
perusabaan di perusahaan masing-masing.



J)

(I) Pengelolaan SISNAKER dilakukan berdasarkan standar dan
prosedur yang meliputi:
a. prosedur sistem pengelo)aan data dan infonnasi

ketenagakeljaan dan perusahaan Pemerintah Kota Bima; dan
b. petunjuk operasional program SISNAKER.

(2) Prosedur sistem pengelolaan data dan informasi ketenagakeriaan
dan perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a
meliputi pengisian data. perekaman data. d8.11pemuktahiran data.

(3) Petunjuk operasional program S[SNAKER sebagairnana dimaksud
pada ayat (I) huruf b sekurang-kurangnya memuat:
a. tara cara pengoperasian SISNAKER;
b. penyajian data dengan mengakses domain SISNAKER di

hUps:11 naker.bim.a.kota.go.id; dan
c. data dan informasi ketenagakeljaan dan perusabaan/Iembaga,

(41Ketentuan lebih lanjul rnengenai proaedur eietern pengelolaan data
dan Informaei ketcnagakerjaan dan perusahaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (I) huruf a dan petunjuk operasional program
SISNAKERsebagairnana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan
dengan Keputusan Kopala Dinas.

PAsal24

(1) lnformasi ketenagakerjaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud
daJam Pasal 22 disajikao dalarn domain
https:!lnaker.bimakota.go.id.

(2)Peketja dan/erau pimpinan perusehaan yang membutuhkan
informasl ketenagakenaan dan perusahaan sebagaimana dimaksud
pada ayat (IJ dapat mengetabui dan meneliti informasi
ketenagakerjaan dan perusahaan melalui operator sesuai dengan
kewenangannya.

(3)Dalam hal terdapat perbedaan informasi ketenagakerjaan dan
perusabaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), operator harus
melaporkan kepada pejabat pengetola ketenagakerjaan dan
perusahaan.

Pasal23

Pengolahan dan penyajian data ketenagakerjaan dan perusahaan
sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 19 huruf c dilakukan oleh
operator dengan menggunakan SISNAK,ER agar menjadi Infcrmasi
ketenagakerjaan dan perusahaan yang akurat, tepat waktu dan
relevan.

PasaJ 22

Penyimpanan dan pemuktahiran data ketenagakerjean dan
perusahaan sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 19 huruf b
dilakukan oleh operator sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 21

lingkungan peruaahaan masing-masing sebagalmana dimaksud
pada ayat (2) kepada operator.



(I) DaJam rangka pengembangan SISNAKER. Kepala Dina. melakukan
pembinaan rerhadap pejabar pengelola SISNAKER. pejabat
pengelola ketenagakerjaan dan perueahaan, administrator dan
operator.

(2) Pemblnaan sebagaimana dirnaksud pade ayat (1) meltputi kegiatan:
a. scalallsasi SISNAKER; dan
b. peningkatan kapasitas administrator dan operator.

PasaJ 27

BAS XII
PEMBINMN

(I) DaJam melaksanakan SISNAKER diperlukan sarana dan prasarnna
yang menunjang eperasionafisasi SISNAKER.

(2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (I J
rneliputl jarlngan yang terdiri dart aietem jaringan komputer,
jaringan internet, server. perangkat keras, perangkal lunak. dan
teknclogi terkait yang dapat mendukung SISNAKER.

(3) Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) merupal<an tanggungjawab dan wewenang
Dinas Tenaga Kerja.

(-I) Aplikasl SISNAKER dltempatkan dl server Dina. Tenaga Kerja Kola
Sima.

PasaJ 26

8ABXl
SARANAD,'N PRASARANA

(I) Operator SISNAKER dalam melaksanakan tugasnya sebagatmana
dimaksud dalam Pasal 17 bertanggungjawab ataa lnputan dara,
keamanan data dan infonnasi ketenagakerjaan don perusahaan

(2) Data dan Infcemaei ketenagakerjaan dan perusahaan secara
lengkap udak boleh diberikan kepada pihak lain balk di dalam
maupun di luar Ungkungan Pemerintah KOla Bima tanpa Lzm
tenaga kerja dan perusahaan yang bersangkutan.

(3) Untuk menjaga kerahasiaan data dan infcrmasl ketenagakerjaan
dan perusahaan, operator dilarang rnemberikan kata sandi/
password kepada pihak lain.

PasaJ 25

BABX
KERAHASIAANDATA



Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan SISNAKER
dibebankan pacta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Sima dan sumber anggaran Jain yang sifatnya udekmengikat.

Pasal 30

BAS XIV
PE:MBlAYAAN

(1) Administrator dan operator seeara berjenjang menyampaikan
laporan kepada pejabat pengelola SISNAKER dengan tembusan
kepada pejabat pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan di
perusahaan masing-maslng,

(2) Laporan eebagalmana dimaksud oada ayal (1) disusun melalui
program SISNAKER dalam beruuk cetakan (bard copy).

(3) Pormat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dcngan
program aplikasi SISNAKER.

(4) Pelaporan dilakukan secara periodik 2 (dua) kali setabun setiap
minggu pada bulan .Juni dan bulan Desember.

(5) Data yang belum mu ktahir pada periocie iapora» minggu pertama
bulan .Juni, setelah dimukrahirkan disampaikan pada period.
laporan bulan Desember.

(6) Pemanfaatan dan penggunaan laporan data ketenagakerjaan dan
perusahaan berlaku sampai dengan periode laporan berikutnya.

Pasal 29

([I Pejabat pengelola melakukan evaluasi terhadap tampilan ({."rurel.
asupan (input). luaran (oufp"'). dan program aplikasi.

(21Peiabar pengelola ketenagakerjaan dan perusahaan pada
perusahaan meJakukan evaluasi terhadap data dan informasi
ketenagekeriaan dan perusahaan sesual kewenangan masing..
masing.

Pasal 28

BAS XIlI
EVALUASIDANPELAPORAN



v

BERITA DAERAHKOlA BrMA TAHUN2021 NOMOR (,60

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 7 .)\Jhl 2021

SEKRETARISDAERAHKOTA BIMA,

{MUHAMMAD LUTFI

Ditetapkan di Kola Birna
pada tanggal 7 jlAl<.l 2021

, WALIKOTABlMA, ¥'

Agar setiap orang mengetahulnya, mernerintahkan pengundangan
Peraturan \Valikota in! dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Blma.

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasa! 31

BABXV
KETICN1'UAN
PENUTUP
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